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ABSTRAK 

 

Ketidakikutsertaan Indonesia pada hukum pengungsi internasional yang tercermin 

dalam Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967 sebagai peraturan yang 

komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi, berdampak pada 

penanganan pengungsi di tataran nasional. Dalam menangani permasalahan arus 

pengungsi dari luar negeri yang datang ke wilayah Indonesia, saat ini Pemerintah 

Indonesia hanya mengandalkan peraturan domestik semata. Pemerintah Indonesia 

telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai satu-satunya peraturan domestik 

dalam menangani pengungsi luar negeri yang berada di wilayah Indonesia. Akan 

tetapi, Peraturan Presiden ini memiliki aturan yang memungkinkan pemerintah 

untuk mengembalikan atau memulangkan pengungsi ke negara asal mereka 

melalui aturan Pemulangan Sukarela. Aturan tersebut dalam praktiknya 

dikhawatirkan memiliki potensi untuk melanggar keberlakuan Prinsip Non-

Refoulement dalam Konvensi Pengungsi 1951 sebagai prinsip hukum umum yang 

didasarkan pada unsur kemanusiaan yang telah diterima oleh negara-negara 

internasional sebagai hukum kebiasaan internasional, bahkan jus cogens. 

 

Kata Kunci: Pengungsi, Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, Non-

Refoulement, Hukum Kebiasaan Internasional, Jus Cogens, Peraturan Presiden 

125 Tahun 2016, Pemulangan Sukarela, Hak Asasi Manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan (policy) luar negeri Pemerintah Indonesia saat ini adalah 

dengan tidak (atau belum) meratifikasi instrumen hukum pengungsi internasional 

yang tercermin dalam 1951 Convention dan Protocol 1967 relating to the Status 

of Refugee (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967). Imbasnya, dalam 

menangani suatu persoalan pencari suaka dan/atau pengungsi (dari luar negeri) 

yang datang ke wilayah Indonesia hanya bergantung kepada peraturan domestik 

semata. 

Saat ini, Indonesia hanya memiliki Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 

2016 (Perpres 125/2016) sebagai satu-satunya aturan dalam rangka penanganan 

pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri. Perpres 125/2016 tersebut adalah 

suatu kebijakan (policy) dalam negeri yang merupakan hasil dari implementasi 

Pasal 25
1
 dan 27

2
 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Dengan hadirnya 

Perpres 125/2016 diharapkan dapat membantu untuk menjawab polemik pencari 

suaka dan/atau pengungsi (dari luar negeri) di Indonesia. 

Jika berbicara mengenai pencari suaka dan pengungsi luar negeri (karena 

adanya persecution di negara asalnya), erat kaitannya dengan hak asasi mereka 

dalam mencari perlindungan negara (yang tidak didapatkan dari negara asalnya). 

Indonesia yang bukan negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 

1967, di sisi lain memiliki TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 (13 November 

1998) tentang Hak Asasi Manusia yang di dalam Ketetapan MPR tersebut 

tercantum mengenai penerapan serta penghormatan terhadap Universal 

                                                           
1
 Pasal 25 UU Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa: (1) Kewenangan pemberian suaka 

kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri; (2) 

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan 

Presiden. 
2
 Pasal 27 UU Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa: (1) Presiden menetapkan kebijakan 

masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri; (2) Pokok-

pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. 
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Declaration of Human Rights (UDHR) dan Indonesia juga memiliki ketentuan 

HAM yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28A sampai 28J serta Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya 

Ketetapan MPR (yang berisi penerimaan terhadap UDHR) menjadikan sebuah 

pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, disamping adanya 

penerimaan terhadap UDHR, terdapat pula beberapa instrumen internasional 

terkait HAM
3
 yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti 

halnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2005. 

Sebagai salah satu negara yang menerima UDHR, ICCPR dan juga 

ICESCR, Indonesia mengakui adanya hak asasi bagi setiap orang untuk mencari 

dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari persecution (Pasal 

14 (1) UDHR), hak setiap orang untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum 

(Pasal 6 (1) ICCPR), serta hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, juga 

pendidikan (Pasal 6 (1) & Pasal 13 (1) ICESCR). Dengan adanya pengakuan 

Indonesia terhadap hak-hak tersebut, semestinya sudah cukup bagi Indonesia 

memiliki kewajiban berupa tanggung jawab terhadap kehadiran orang asing (yang 

menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka) yang datang ke wilayah 

Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. 

Ketidakikutsertaan Indonesia dalam hukum pengungsi internasional 

(Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967) dan ditambah dengan ketentuan-

ketentuan di dalam Perpres 125/2016 yang dinilai hanya merujuk kepada 

ketentuan yang bersifat teknis (dalam penanganan pencari suaka dan/atau 

pengungsi luar negeri), menimbulkan bias yang menyulitkan untuk dapat 

membedakan imigran gelap atau ilegal dengan pencari suaka (dan/atau pengungsi) 

                                                           
3
 Selain UDHR, ICCPR dan ICESCR, Indonesia juga telah meratifikasi instrumen HAM lain 

seperti, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

(CEDAW), Convention on the Rights of the Child, dan Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (CRPD). 
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yang memiliki hak-hak menurut hukum pengungsi internasional.
4
 Hal tersebut 

dibuktikan dengan keberadaan para pencari suaka dan pengungsi di Rumah 

Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim sebenarnya ditujukan bagi para imigran 

gelap yang datang ke Indonesia dengan melanggar Undang-Undang Keimigrasian. 

Imigran gelap tersebut akan dapat dikenakan pemulangan paksa (deportasi) ke 

negara asalnya. Dengan keberadaan para pencari suaka dan/atau pengungsi di 

Rudenim ditakutkan akan terancam untuk dipulangkan. Ditambah lagi, dengan 

berlakunya Perpres 125/2016, pemerintah memungkinkan untuk memulangkan 

sukarela pencari suaka dan pengungsi ke negara asalnya melalui Pasal 29 (1)
5
 dan 

Pasal 38 (1)
6
. 

Adanya aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 

menimbulkan kekhawatiran pada pelanggaran prinsip yang dimiliki oleh hukum 

pengungsi internasional, yaitu prinsip non-refoulement. Pasalnya, dengan 

keberadaan pencari suaka dan/atau pengungsi di Rudenim (yang seringkali 

dianggap imigran ilegal/gelap) dikhawatirkan akan menggiring mereka ke arah 

pemulangan yang dianggap (pemulangan) sukarela, padahal hal tersebut sama saja 

dengan melakukan pemulangan paksa/deportasi (yang seyogyanya digunakan 

terhadap imigran ilegal/gelap). 

Berdasarkan ketakutan yang beralasan akan praktik pemulangan sukarela 

seperti yang disebutkan di atas, telah ada pengungsi asal Afghanistan yang 

dipulangkan melalui aturan (pemulangan sukarela) tersebut.
7
 Tidak diketahui 

                                                           
4
 Febionesta, stigma Imigran Gelap bagi para Pengungsi, LBH Jakarta, 22/05/2015, 

https://www.bantuanhukum.or.id/web/stigma-imigran-gelap-bagi-para-pengungsi/, diakses pada 

30 Juni 2019, pukul 4.13. 
5
 Pasal 29 (1) menyebutkan bahwa, Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak 

dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi 

di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau 

deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6
 Pasal 38 (1) menyebutkan bahwa, Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka 

pemulangan sukarela dilakukan dengan cara: a. Menerima permohonan Pengungsi yang akan 

kembali ke negara asalnya secara sukarela; b. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan 

menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan c. melakukan pengawalan 

keberangkatan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat. 
7
 Rizky Armanda, WNA Asal Afghanistan Minta Dipulangkan setelah 2 Tahun Tinggal di 

Pekanbaru, Tribun Pekanbaru, 19 Februari 2019, 

https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/19/wna-asal-afganistan-minta-dipulangkan-setelah-2-

tahun-tinggal-di-pekanbaru, diakses pada 30 Juni 2019, pukul 4.26. 

https://www.bantuanhukum.or.id/web/stigma-imigran-gelap-bagi-para-pengungsi/
https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/19/wna-asal-afganistan-minta-dipulangkan-setelah-2-tahun-tinggal-di-pekanbaru
https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/19/wna-asal-afganistan-minta-dipulangkan-setelah-2-tahun-tinggal-di-pekanbaru
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alasan pasti mengapa pengungsi asal Afghanistan tersebut memilih untuk 

dipulangkan. Hingga sekarang, nasib pengungsi tersebut (yang dipulangkan ke 

negara asal) tidak diketahui. 

Penting juga untuk dapat mengetahui praktik terhadap aturan pemulangan 

sukarela, apakah dilakukan berdasarkan pada kesukarelaan dari pengungsi (serta 

pencari suaka) atau justru sebaliknya, ‗sukarela‘ hanya menjadi suatu bentuk 

formalitas bagi pihak-pihak terkait. Sehingga, dibutuhkan suatu lembaga atau 

badan penilai yang dapat memastikan kesukarelaan pencari suaka dan/atau 

pengungsi yang dipulangkan melalui aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 

125/2016 ini. Hal tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam praktik aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 memiliki 

potensi pada pelanggaran prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi 

internasional, yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan yang muncul 

selanjutnya adalah, apakah pengaturan Pemulangan Sukarela dalam Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar 

Negeri bertentangan atau tidak dengan Hukum Pengungsi Internasional, 

khususnya Prinsip Non-Refoulement? Untuk dapat menjawab pertanyaan utama 

tersebut, maka diperlukan jawaban awal atas pertanyaan yang diuraikan di bawah 

ini: 

1. Apakah hukum pengungsi internasional yang berisi prinsip-prinsip 

hukum umum yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) 

berlaku dan mengikat Indonesia? 

2. Bagaimana keberlakuan Prinsip Non-Refoulement di Indonesia? 

3. Apakah dalam praktiknya, aturan Pemulangan Sukarela dalam Perpres 

125/2016 memiliki potensi untuk melanggar Prinsip Non-Refoulement? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dibuatnya penelitian ini, yaitu untuk memahami secara rinci dan 

jelas apakah upaya dari Pemerintah Indonesia dibawah aturan Perpres 125 Tahun 

2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri telah memberikan 

perlindungan hukum yang memadai bagi pengungsi di Indonesia (khususnya 

dalam aturan Pemulangan sukarela) bahkan dalam implementasinya. Juga untuk 

dapat lebih memahami secara lebih mendalam bagaimana Pemerintah Indonesia 

menjamin perlindungan hukum bagi pengungsi yang ada di wilayah Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dibuatnya penelitian hukum ini adalah: 

a. Manfaat teoritis: Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

ke arah pengembangan atau kemajuan bidang ilmu pengetahuan pada 

umumnya, serta khususnya kepada ilmu hukum nasional ataupun 

internasional; 

b. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada para pelaku kegiatan akademik untuk dapat dijadikan 

pemahaman baru atau untuk dapat dikritisi apabila terdapat kecurangan 

di dalam penelititan ini. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara penelitian dalam rangka 

mengumpulkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

menjamin tingkat validitasnya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat 

memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.
8
 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha 

mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-

                                                           
8
 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 5. 
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kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan 

hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum 

itu pada praktik nyata dilapangan.
9
 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum 

positif yang menyangkut permasalahan terkait. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan 

yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan, konvensi, 

traktat dan aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula berupa 

literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang 

digunakan dalam metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. 

Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti berupaya 

memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa secara kualitatif dan tidak 

memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara 

tepat dalam angka. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membahas mengenai upaya dari 

Pemerintah Indonesia melalui ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 

2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, terhadap penanganan 

pengungsi. Khususnya di dalam penanganan dalam rangka pemulangan pengungsi 

yang diatur di dalam Perpres Pengungsi tersebut dan akan penulis kaitkan dengan 

salah satu prinsip hukum umum yang dimiliki oleh Konvensi Pengungsi 1951, 

yaitu prinsip Non-Refoulement. 

Di dalam Bab II, penulis akan menjawab mengenai pertanyaan terkait 

dengan apakah hukum pengungsi internasional yang berisi hukum kebiasaan 

internasional dan prinsip-prinsip hukum umum termasuk hak asasi manusia 

berlaku dan mengikat Indonesia? Penjelasan dalam Bab ini akan berisikan 

                                                           
9
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mengenai perkembangan Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967 yang 

menjelaskan pula mengenai adanya instrumen hak asasi manusia yang mendasari 

hukum kebiasaan internasional juga prinsip-prinsip hukum umum yang terdapat 

dalam Konvensi Pengungsi 1951. 

Dalam Bab III, penulis akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan 

yang tercantum dalam Perpres 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi (dari luar 

negeri). Dari hal tersebut, nanti akan terlihat mengenai keterkaitan Perpres 

125/2016 dengan hukum pengungsi internasional serta HAM (baik HAM 

Internasional maupun HAM di Indonesia). Sehingga, terlihat pandangan apakah 

aturan dalam Perpres 125/2016 (khususnya aturan pemulangan sukarela) 

didasarkan kepada instrumen-instrumen HAM yang berlaku.  

Dalam Bab IV, penulis akan memberikan jawabannya terhadap 

keberlakuan prinsip non-refoulement di Indonesia (khususnya di dalam Perpres 

125/2016) dan juga mengenai implementasi aturan pemulangan sukarela dalam 

Perpres 125/2016 terkait prinsip-prinsip hukum umum (yang didasarkan pada 

HAM) dalam hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan 

Protokol 1967). Sehingga, pada akhirnya, dapat diketahui apakah dalam 

praktiknya, aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 memiliki potensi 

untuk melanggar prinsip hukum umum (non-refoulement) yang berlaku atau tidak. 

Dalam Bab V, penulis akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan 

utama dalam penulisan hukum ini. Sebelum itu, penulis akan memberikan 

kesimpulannya terhadap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang 

dapat membantu untuk menjawab pertanyaan utama dalam skripsi ini. Pada 

akhirnya, beranjak pada jawaban atas pertanyaan dasar itulah, penulis akan 

mendapatkan jawaban utama terhadap aturan Pemulangan Sukarela dalam Perpres 

125/2016 berkaitan dengan Prinsip Non-Refoulement dalam hukum pengungsi 

internasional. 

 






